BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang : a.

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 298 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 281
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



Mengingat

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana

1.

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang.....
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4592);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4603);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59)

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberaoa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor
2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum  (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun
2011 tentang  Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);



46. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2012 Nomor 3 Seri A);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun
2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 2 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2013
Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

(2)

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/

perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
tahun anggaran 2013 sebagai berikut:

a

b.

Pendapatan ..... Rp. 893.108.389.961,08

Belanja............... Rp. 856.376.208.798,66

Surplus/Defisit Rp. 36.732.181.162,42
Pembiayaan

-Penerimaan Rp. 80.855.015.166,85

-Pengeluaran Rp. 16.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 64.855.015.166,85

SILPA Rp. 101.587.196.329,27



Pasal 3.........
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut :

1.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp
1.971.278.643,38 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.895.079.668.604,46

b. Realisasi Rp.893.108.389.961,08
Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.971.278.643,38
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp
103.463.933.772,65 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 959.840.142.571,31
b. Realisasi Rp. 856.376.208.798,66
Selisih lebih/(kurang) Rp. 103.463.933.772,65
Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah
Rp 101.492.655.129,27 dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(64.760.473.966,85)
b. Realisasi Rp. 36.732.181.162,42
Selisih lebih/(kurang) Rp. 101.492.655.129,27
Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp. (94.541.200.00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp.80.760.473.966,85
b. Realisasi Rp.80.855.015.166.85
Selisih lebih/(kurang) Rp. (94.541.200.00)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00
dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp.16.000.000.000,00
b. Realisasi Rp.16.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 00,00




6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.
(94.541.200.00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp.64.760.473.966,85
b. Realisasi Rp.64.855.015.166,85
Selisih lebih/(kurang) Rp. (94.541.200,00)
Pasal 4.............
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember
Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 958.274.469.257,13

b. Jumlah Kewajiban Rp. 19.465.083.893,60

c. Jumlah ekuitas Rp. 938.809.385.363,53
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c tahun
anggaran 2013 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 januari tahun 2013 Rp. 79.268.119.712,85

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 162.448.315.453,42

c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan Rp. (127.804.565.768,00)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (15.905.458.800,00)

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 1.822.081.113,66

f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2013 Rp. 99.828.491.711,93
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran,;
Lampiran [.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran [.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;



Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Lampiran [.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Lampiran [.5 : Daftar jumlah pegawai pergolongan per jabatan

Lampiran 1.6 : Daftar piutang daerah;

Lampiran [.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

Lampiran 1.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

Lampiran [.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan anggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

Lampiran [.11 : Daftar dana cadangan daerah
Lampiran [.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah
Lampiran II : Neraca
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan
Pasal 8

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagaimana
tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.



Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 13 Agustus 2014

BUPATI TANAH DATAR
ttd
M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 13 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI A

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002



PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Tanah Datar telah menyempurnakan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan
Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-840-2014
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan
Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014,



Mengingat

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun
Anggaran 2014.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

27. Peraturan .....



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan  Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi
Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013
tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas
Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan
Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran
2014;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2014
tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Nagari Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2014) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman
Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari Tahun
Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2014 Nomor 68);



41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007
Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun
2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri
D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun
2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2004 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009
Nomor 3 Seri E)

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun
2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010
Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun
2010 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran



50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3
Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah
Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun
2010 Nomor 5 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C );
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C
);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar kepada PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013
Nomor 5 Seri A).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
Dan
BUPATI TANAH DATAR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula

berjumlah Rp.899.863.175.479,62 bertambah sejumlah Rp.206.491.591.687,65
sehingga menjadi Rp.1.106.354.767.167,27 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 817.295.556.805,00

b. Bertambah Rp. 187.472.014.033,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.1.004.767.570.838,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 896.863.175.479,62

b. Bertambah Rp. 190.491.591.687,65
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.1.087.354.767.167,27
Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp.82.587.196.329,27)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 82.567.618.674,62
2) Bertambah Rp. 19.019.577.654.,65
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 101.587.196.329,27

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 16.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 19.000.000.000,00




(1)

(2)

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 82.587.196.329,27

Pasal 2......
Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 62.198.189.442,00

2) Bertambah Rp. 35.131.537.830,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah  Rp.97.329.727.272,00
Perubahan

Dana perimbangan

1) Semula Rp. 725.921.677.088,00

2) Bertambah Rp. 1.425.312.538,00

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.727.346.989.626,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 29.175.690.275,00

2) Bertambah Rp. 150.915.163.665,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.180.090.853.940,00
setelah Perubahan

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a.

Pajak daerah

1) Semula Rp. 9.677.727.924,00
2) Bertambah Rp. 2.509.813.542,00
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 12.187.541.466,00

Retribusi daerah

1) Semula Rp. 7.222.158.250,00
2) Bertambah Rp. 4.497.026.220,00
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 11.719.184.470,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 21.230.392.888,00

2) Bertambah Rp. 2.187.199.946,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Rp. 23.417.592.834,00
dipisahkan setelah Perubahan




Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 24.067.910.380,00

2) Bertambah Rp. 25.937.498.122,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang Rp. 50.005.408.502,00
sah setelah Perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a.

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 14.452.529.088,00

2) Bertambah Rp. 1.425.312.538,00

Jumlah dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Rp. 15.877.841.626,00
Pajak setelah Perubahan

Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 650.563.368.000,00

2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp.650.563.368.000,00

c. Dana ....
Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 60.905.780.000,00
2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 60.905.780.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.

Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 4.963.550.000,00

2) Berkurang (Rp. 114.000.000,00)

Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 4.849.550.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 21.212.140.275,00

2) Bertambah Rp. 9.943.195.665,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Rp. 31.155.335.940,00
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan




(1)

(2)

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 136.345.968.000,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp.139.345.968.000,00
setelah Perubahan

Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. 4.740.000.000,00

Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau _Rp. 4.740.000.000,00
dari pemerintah daerah lainnya setelah

Perubahan

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 608.281.346.274,62

2) Bertambah Rp. 137.493.936.566,65

Jumlah belanja tidak langsung setelah Rp.745.775.282.841,27

Perubahan

Belanja Langsung

1) Semula Rp. 288.581.829.205,00
2) Bertambah Rp. 52.997.655.121,00
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp.341.579.484.326,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a.

Belanja pegawai

1) Semula Rp. 525.943.473.131,34

2) Bertambah Rp. 131.900.991.350,49

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp.657.844.464.481,83
Belanja hibah

1) Semula Rp. 12.804.029.000,00

2) Bertambah Rp. 463.162.500,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 13.267.191.500,00

c. Belanja ......



c. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 19.828.876.140,00
2) Bertambah Rp. 5.719.050.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp. 25.547.926.140,00
Perubahan
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Nagari
1) Semula Rp. 895.249.372,00
2) Bertambah Rp. 1.676.699.734,00

Jumlah belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Rp. 2.571.949.106,00
Nagari setelah Perubahan

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Nagari dan Partai Politik
1) Semula Rp. 38.937.238.841,00
2) Bertambah Rp. 538.837.381,00
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Rp. 39.476.076.222,00
Pemerintahan Nagari dan Partai Politik setelah
Perubahan

f. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 9.872.479.790,28

2) Berkurang (Rp. 2.804.804.398,84)

Jumlah  belanja tidak terduga  setelah Rp. 7.067.675.391,44
Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 25.753.089.036,00
2) Bertambah Rp. 16.030.497.971,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 41.783.587.007,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 137.778.988.849,00

2) Bertambah Rp. 22.326.058.298,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp.160.105.047.147,00
Perubahan

c. Belanja modal
1) Semula Rp. 125.049.751.320,00
2) Bertambah Rp. 14.641.098.852,00
Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp.139.690.850.172,00




(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

Penerimaan sejumlah Rp. 101.587.196.329,27

1) Semula Rp. 82.567.618.674,62

2) Bertambah Rp. 19.019.577.654,65

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 101.587.196.329,27
Pengeluaran sejumlah Rp. 19.000.000.000,00

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 16.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 19.000.000.000,00

(2) Penerimaan....

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.101.492.655.129,27
1) Semula Rp. 82.567.618.674,62
2) Bertambah Rp. 18.925.036.454,65

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp.101.492.655.129,27
setelah Perubahan

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 15.200.000,00

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. 15.200.000,00
Jumlah  Penerimaan  kembali  pemberian Rp. 15.200.000,00

pinjaman setelah Perubahan

c. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 79.341.200,00

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. 79.341.200,00
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Rp. 79.341.200,00

Perubahan

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

Rp.19.000.000.000,00

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 16.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Rp. 19.000.000.000,00
Pemerintah Daerah setelah Perubahan




Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I
Lampiran II

N =

3. Lampiran III
4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

(1) Dalam hal

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2014 dengan Prioritas Nasional.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2014 dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat

Pasal 6

keadaan darurat dan keperluan mendesak terjadi setelah

ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu kondisi

yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran dan
pendapatan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 8 .....



Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 25 November 2014

BUPATI TANAH DATAR
ttd
M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 25 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI A

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI
SUMATERA BARAT : 1/2014



Menimbang

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat
(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar bersama
Bupati Tanah  Datar telah menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 903-893-2014 tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan
Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada



Mengingat

huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih
tinggi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun
Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang  Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi
Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
183/PMK.07/2014 tentang Batas Maksimal Kumulatif
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif
Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4
Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri
E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008
Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3
Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 2 Seri E) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor
3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);



44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5
Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan
Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1
Seri C );

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2
Seri C );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Menetapkan

Dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai

berikut:
1. Pendapatan Rp.1.080.891.566.772,00
Daerah
2. Belanja Daerah Rp.1.162.014.964.323,02
Surplus/defisit (Rp.81.123.397.551,02)
3. Pembiayaan ....
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 81.123.397.551,02
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp. 81.123.397.551,02
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun (Rp 0,00)
Berkenaan:
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1

(2)

(3)

(4)

terdiri dari :

a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp.97.333.895.142,00

b. dana perimbangan sejumlah Rp.750.291.617.630,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp.233.266.054.000,00

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan :

a. pajak daerah sejumlah Rp.12.187.541.966,00

b. retribusi daerah sejumlah Rp.7.719.184.470,00

c. pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.23.650.084.706,00

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
Rp.53.777.084.000,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pendapatan :

a. bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
Rp.18.374.734.630,00

b. dana alokasi umum sejumlah Rp.667.139.623.000,00

c. dana alokasi khusus sejumlah Rp.64.777.260.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :



Hibah sejumlah Rp.1.856.600.000,00

dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah Lainnya
sejumlah Rp.28.736.537.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp.202.672.917.000,00

oo

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri
dari :
a. belanja tidak langsung sejumlah Rp.818.877.794.999,02
b. belanja langsung sejumlah Rp.343.137.169.324,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :
belanja pegawai sejumlah Rp.710.964.495.876,42
belanja hibah sejumlah Rp.28.118.285.430,00
belanja bantuan sosial sejumlah Rp.10.686.327.500,00
belanja bagi hasil kepada pemerintahan Nagari sejumlah
Rp.2.504.734.643,60
belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan Nagari dan Partai
Politik sejumlah Rp.62.603.951.549,00
f.  belanja tidak terduga sejumlah Rp.4.000.000.000,00

oo

®

(3). Belanja ....
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :
a. belanja pegawai sejumlah Rp.41.611.381.689,00
b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp.166.823.439.950,00
c. belanja modal sejumlah Rp.134.702.347.685,00

Pasal 4
(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3
terdiri dari :

a. penerimaan sejumlah Rp.81.123.397.551,02
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan : SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
Rp.81.123.397.551,02

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.

2.

10.

11.

12.

13

14.

Lampiran I
Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, dan kegiatan;

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan,;
Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan Obligasi Daerah.

14. Lampiran XIV ....

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2015 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2015 dengan Prioritas Nasional.



15.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Lampiran XV  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2015 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2015 dengan Prioritas Provinsi
Sumatera Barat.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang

selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu

kondisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

e. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

f. tidak diharapkan terjadi secara berulang.

g. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.

h.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja

tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan

dengan cara :

a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja

untuk keperluan mendesak.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) mencakup :

a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan
masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.



Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 29 Desember 2014
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ttd
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Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 29 Desember 2014
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Diundangkan di Batusangkar
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SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI
SUMATERA BARAT : 2/2014



14.

15.

Lampiran XIV

Lampiran XV

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2015 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2015 dengan Prioritas Nasional.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2015 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2015 dengan Prioritas Provinsi
Sumatera Barat.
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